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DPR Dan Pemerintah Kaji Penerapan E-Voting Di Pilkada

DPR Tidak Membahas

... DARTHALAMAN 1

Pilpres. " Kami juga sepakial labwa Ln-
tang-Undang Pemily vang ada tidak
mencakup Pemiliban Presiden oleh
MPR," njar Dascn,

Menurutiya, DPR dan Pemerintah
sl i By menjalankan tindak lan-
jut atas sjumnlah putusan Mahkamah
Fomstitusi (MK vang lerbaitan dengan
penyelenpparaan Pemilu, Pembabasan
ikabukan bersama partai politik uniuk
merimmskan penyesuaian sisien dan
tworaria keperniluan agar sejalan dengan
putusin ME.

“Prmerintah dan DPR akan bersama-
surnit merevist Undang-Undang Pemilu
sebagai ek Tarjul ales putusan-putu-
san M tegas Retua artan DPP Partai
Cirinra itu,

Semmentara i, Kelus Komisi [10PR
Rifyinizany Karsavuda menegaskan,
Undang-Undang MNomor 7 Tabun 2017
tentang Pemilu banva mengatur dua
rezim Pemil, vatn Peniilihan Presiden
(Pilpres) tan Perniliten Legistatl (Pileg).
Tarmwruebankan, tickak anla encana mong-
ubah sistem pemiliban presiden dari
limgsung menjadd tidak Langsumg,

“DPR dan Pemerintah memegang
teguh demakrast kunstitusional vang
sl o sedany dan teros berfalan,” hata
Riluyinizamy.

T memsarrbshikin, tahapan el rovisi
UL Pemnilu arkan diawali dongan mem-
bukar ruang partisipasi publik socara

has, Konisi [T DPR berencana meng-
undang selurah permanglon kepentingan
kepeenihuan e demokrast unik men-
brerikan masukan,

Sefain ito. DPR akan menyiapkan
Daltar Inventarisasi Masalab (DIM)
sl b avwal pembabasan, DIM
tersebul akan dibabias terlelih dabulu
s internal oled partai-partai politik
sebelun masuk ke pembabason wsmi
it parlemen.

“Wami achan iemviaphan dallar frvene
tartsasi masalh penting terkait pemil
ke dlepan vang kemudian dibwbas di
internial partai polith masing-masing,”
ujar Rilyintzmy.

Senacla dikatakan Menteri Sekretaris
Nirgara Prasu:ty Hacli: Dia menegaskan
revisd UL Pemilu tickb mencakp per-
bithian sistemn Pilpmes el MPR:

Frosidhen Praboso, kata dia, meminta
agar pembabasan sistem pemih dik-
hukan dengan mengedepankan kepo-
timpan moasyaratkal, Dangsa, hin negar

Janpan terjulik pada Kepentigan ma-

sing-rrasing,

Lt memjelashar, kourdingst antara che
sethuntl dan legisTadl menapakan agenda
rutin. welchih rovisi UL Pemila telah
nisuk Prolegnas 2026, Kavena i, pe-
nwrintah dan DFR perlu memyamakan
panclapan avwall, Khnwsusiva terkait pa-
sall-ptsal lars DA wang s ofiliabias.

“Memang int roin kami lakukan e
lam koordinas,” wjar pulitisi Gerindra
ini i Kompleks Istana Nogara, Jakarta,
Senin {1912026).

Pravsetyo menyebuthan sakab satu 5u

vty furnt dibicarakan adalah wacam
koalisi perrmancn panai politik. Narun,
ia menepaskan, UL Pemnilu tidak me-
ngatur sual kualist permanen. Pomlba-
snlerselul merupakean bagian dar eva-
Tuesd it pemyesuaian aas pulusan ME.

"It D dlaei evanhuisi antas proses
Pemnilu yanp, sudah berjalan. Banyak
punvesuaian yang harus kila lakukan,
il elard sisi peaksanaan maupun kon-
SEf. Ujmya.

Prasetyn jugi menyingung wacan
prooantilan kepala davraty (Pilkada) mula-
Tui DPRD. Munurutova, i terselu be-
uarr sk Prodegrias 2026 sehingga be-
Tooos engeadi prioritas pemabisan DPR.

*Yaang e priorites sant ind falah
rovisi Undang-Undang Pemilu karco
sudth sk Profepmas, Komisi [T DPR
jugt berkamitmen membuka ruamg
partisipasi pullik agar masyarakal bisa
meroilierikam sk vang konstruktil,”
kalary.

L ek, Serma A rvi
UL Pemilu adabah kepentingan bangsa
dhan neyara. Meski anggota DPR brrasal
dhard pantat politik vany berbeds, seluruh
pibierk dlibrapkan tetap mengedepankan
kepeniingan rakyat.

“Kuompetisi it peotng dalam deme-
brasi. Tetapi panda akhimya, kita baros
mengutamkan Iw]n ntingan rakyat di
atis segatla-palanya.” wjamya,

Sistem E-Voting

Terbait wsulan PDT Perjuengan (FOIF|
merngera penerapan e-vting, kinsusia
uniuk pilkada, Prasetyo mengatakan,

Perneringah tidak memtup dint echeadap
digilalisesst pernibu, Nannn, byl wspek
yettgy s lipitslilen Secara matang,

“Eevoling selahy menjadi salah sat
pokk latesan i st pombahasan
ststem hepemiluan,” katanya,

Muski demikaan, Pemeintab meng-
ingatkan perlunya memperhitungkan
risiky kezmanan siber, kestapan inlra-
sinakiur, seela ke sudit publik.
Prasciyo menegaskan penerapian sistem
clektrunik tidak bisa dilabkuban secara
terturu-buns dan hores desesuatkan dengan
komlisi pesnilib ving beragam,

Pemerintab, katanya, lecbuka untuk
erdliskust Lebik lanjut, Lapi keputusan
akhir etap berada di DPR.

Svmentard, Disco mengatikan, DPR
athant emglarii wsulan pelaksanan pil-
ke et e-vuating Menunsny, peng-
yurstant ekl cidan peanidlu berpotesed
menghudickin efisienst yang lebify besar
tiliandinghan sistem hovensional.

“Supala sesuat yang baik itk pe-
preila e e ity pasti akan dibicarakan,
Wah temmmsuk memeng kit memeju ke
aratt tebnolugt, vemy lebih maju kala it
prekit e-voting kan." ujamya.

Apalagi, kats Disco, banyak. negara
Lain jugga sucksh rreneraghan e-voling de-
g sukses, MNaronn, sakabysat yang jadi
preetatan sl i kesmaman sisten,

Setwelurmya, PDIP mendorong pilka-
tha tetap digelar seeara Tangsung. Partad
berlamiramg banteng it jupa mengu-
sulkan penerapan e-voling wntuk mene-
leany bfanyat pillaks yang dinilad semakin
mhial. @ BYUUMB


http://www.tcpdf.org

